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This study concludes that the performance evaluation of the Corruption 
Eradication Commission (KPK) in Indonesia reveals significant achievements in 
the prevention and prosecution of corruption, despite facing challenges such as 
political intervention and limited resources. Efforts to improve the effectiveness of 
the KPK need to focus on strengthening its independence, improving coordination 
with related institutions, and increasing public participation. The method applied 
is descriptive qualitative research. Evidence-based policy recommendations from 
this research are expected to support the improvement of a more effective and 
transparent anti-corruption system in Indonesia, strengthen clean governance, and 
build stronger public trust in government institutions. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa evaluasi kinerja Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) di Indonesia mengungkapkan pencapaian yang signifikan dalam 
pencegahan dan penindakan korupsi, meskipun dihadapkan pada tantangan 
seperti intervensi politik dan keterbatasan sumber daya. Upaya untuk 
meningkatkan efektivitas KPK perlu difokuskan pada penguatan independensi, 
peningkatan koordinasi dengan lembaga terkait, dan peningkatan partisipasi 
masyarakat. Metode yang diterapkan adalah penelitian deskriptif kualitatif. 
Rekomendasi kebijakan berbasis bukti dari penelitian ini diharapkan dapat 
mendukung perbaikan sistem anti-korupsi yang lebih efektif dan transparan di 
Indonesia, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, serta membangun 
kepercayaan publik yang lebih kokoh terhadap lembaga pemerintah. 
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published in this journal are personal views of the authors and do not 
represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. 
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PENDAHULUAN 

Korupsi merupakan salah satu masalah paling serius yang dihadapi Indonesia, 

menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai upaya telah 

dilakukan untuk memberantas korupsi, termasuk pembentukan lembaga anti-korupsi 

yang diharapkan menjadi garda terdepan dalam memerangi korupsi dan mewujudkan 

pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Salah satu lembaga anti-korupsi yang 

paling dikenal di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejak 

didirikan pada tahun 2002, KPK telah menunjukkan kinerja yang cukup gemilang 

dalam menindak kasus-kasus korupsi besar, termasuk yang melibatkan pejabat tinggi 

negara. Namun demikian, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih jauh dari 

kata selesai. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang dirilis oleh Transparency 

International menunjukkan tren yang stagnan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini 

menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh 

lembaga anti-korupsi, termasuk KPK.(Lubis, 2017) 

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengevaluasi kinerja lembaga anti-

korupsi di Indonesia. Salah satunya, penelitan dari Wawan Heru Suyatmiko yang 

menunjukkan bahwa lembaga anti-korupsi telah memainkan peran penting dalam 

pemberantasan korupsi. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut juga 

menunjukkan beberapa keterbatasan dalam kinerja lembaga anti-korupsi. Salah satu 

keterbatasan utama adalah masih tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Keterbatasan 

lain adalah lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam pemberantasan 

korupsi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi yang 

komprehensif terhadap kinerja KPK dan lembaga anti-korupsi lainnya menjadi 

sangat penting untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai dan 

apa saja hambatan yang masih dihadapi.(Rosidah et al., 2023) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja lembaga anti-korupsi 

dalam mengatasi korupsi di Indonesia. Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran yang komprehensif tentang kekuatan dan kelemahan lembaga anti-korupsi, 

serta mengidentifikasi solusi yang lebih efektif untuk memberantas korupsi di 

Indonesia. Dalam konteks ini, survei literatur menunjukkan bahwa KPK memiliki 

kewenangan yang luas dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Namun, 

kewenangan tersebut sering kali terbentur oleh berbagai keterbatasan, baik yang 

bersifat internal maupun eksternal. Keterbatasan internal mencakup kurangnya 

sumber daya manusia yang kompeten dan keterbatasan anggaran, sementara 

keterbatasan eksternal mencakup tekanan politik dan lemahnya koordinasi dengan 

lembaga penegak hukum lainnya. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak, termasuk lembaga anti-korupsi, pemerintah, dan masyarakat. Bagi lembaga 

anti-korupsi, hasil penelitian ini dapat membantu dalam meningkatkan kinerja mereka 

dalam memberantas korupsi. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi 

bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk 
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pemberantasan korupsi. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat meningkatkan 

pemahaman mereka tentang peran dan fungsi lembaga anti-korupsi, serta mendorong 

partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. 

Dalam mengidentifikasi masalah dan tujuan penelitian, penting untuk 

menyoroti masih tingginya tingkat korupsi di Indonesia dan lemahnya koordinasi 

antar lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Masalah ini menjadi 

fokus utama dalam penelitian ini, dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja lembaga 

anti-korupsi dan menemukan solusi yang lebih efektif untuk memberantas korupsi di 

Indonesia. Dengan mengidentifikasi masalah dan tujuan penelitian secara jelas, 

diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan temuan yang bermanfaat bagi berbagai 

pihak dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi ilmu pengetahuan.(Hibnu, 

2016) 

KPK sebagai lembaga anti-korupsi utama di Indonesia telah melakukan 

berbagai upaya untuk memberantas korupsi, mulai dari penindakan hingga 

pencegahan. Penindakan kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi negara 

menjadi salah satu prestasi KPK yang paling menonjol. Namun, tantangan yang 

dihadapi KPK tidaklah sedikit. Tekanan politik dan upaya pelemahan KPK melalui 

revisi undang-undang menjadi hambatan yang signifikan. Selain itu, kurangnya 

koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan 

juga menghambat efektivitas pemberantasan korupsi.(Helminasari, 2023) 

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja lembaga anti-korupsi, beberapa 

langkah perlu dilakukan. Pertama, memperkuat koordinasi antar lembaga penegak 

hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kerjasama dan komunikasi antar 

lembaga serta penyusunan mekanisme koordinasi yang lebih efektif. Kedua, 

meningkatkan kompetensi dan integritas sumber daya manusia di lembaga anti-

korupsi. Pelatihan dan pengembangan profesional harus menjadi prioritas untuk 

memastikan bahwa personel lembaga anti-korupsi memiliki kapasitas yang memadai 

dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, memastikan dukungan politik yang kuat bagi 

lembaga anti-korupsi. Pemerintah dan parlemen harus menunjukkan komitmen yang 

nyata dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi, termasuk dengan tidak 

mengintervensi atau melemahkan lembaga anti-korupsi.(Abral, 2023) 

Selain itu, peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi juga sangat 

penting. Masyarakat harus didorong untuk berpartisipasi aktif dalam upaya 

pemberantasan korupsi, baik melalui pengawasan maupun pelaporan tindakan 

korupsi. Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang bahaya 

korupsi dan pentingnya dukungan mereka dalam memberantas korupsi. Edukasi dan 

kampanye anti-korupsi harus terus digalakkan untuk meningkatkan kesadaran dan 

partisipasi masyarakat.(Abdullah, 2023) 

Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas 

dalam lembaga anti-korupsi. Transparansi dalam proses penindakan kasus korupsi 
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dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya menjadi kunci untuk menjaga 

kepercayaan publik terhadap lembaga anti-korupsi. Lembaga anti-korupsi harus 

memastikan bahwa setiap tindakan mereka dapat dipertanggungjawabkan dan 

transparan di mata publik. 

Dalam kesimpulannya, evaluasi kinerja lembaga anti-korupsi di Indonesia 

menunjukkan bahwa meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai, masih terdapat 

banyak tantangan yang harus dihadapi. Tingginya tingkat korupsi dan lemahnya 

koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi masalah utama yang harus segera 

diatasi. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat koordinasi antar 

lembaga penegak hukum, meningkatkan kompetensi dan integritas sumber daya 

manusia, memastikan dukungan politik yang kuat, serta mendorong partisipasi 

masyarakat dan menjaga transparansi serta akuntabilitas lembaga anti-korupsi. 

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kinerja lembaga anti-korupsi dalam 

mengatasi korupsi di Indonesia dapat lebih efektif dan membawa Indonesia menuju 

pemerintahan yang lebih bersih dan berwibawa.(Fauzan, 2024) 

Oleh sebab itu, artikel ini merumuskan beberapa rumusan permasalahan 

sebagai berikut; pertama bagaimana kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

dalam mengatasi korupsi di Indonesia sejak didirikannya, dan Apa saja solusi yang 

dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas KPK dan lembaga anti-

korupsi lainnya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia? 

METODE 

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif 
dengan analisis deskriptif. Data diperoleh melalui studi literatur yang komprehensif 
dari berbagai sumber seperti laporan resmi, jurnal akademik, dan dokumen kebijakan 
terkait kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga anti-korupsi 
lainnya di Indonesia. Penelitian ini juga akan menganalisis data sekunder yang 
mencakup Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan laporan evaluasi kinerja KPK. Data 
yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode tematik untuk mengidentifikasi 
pola-pola dan tema utama yang relevan dengan tujuan penelitian.  
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Mengatasi Korupsi di 
Indonesia Sejak Didirikannya 
 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan pada tahun 2002 dengan 

tujuan utama mengatasi korupsi di Indonesia. Sejak didirikan, KPK telah melakukan 

berbagai upaya untuk mencegah dan menindak korupsi. KPK telah menerima hingga 

5.079 laporan masyarakat sepanjang 2023, menunjukkan bahwa masyarakat masih 

sangat peduli dengan korupsi dan berkomitmen untuk melaporkan kasus korupsi 

yang terjadi. Hal ini menandakan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam 
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pemberantasan korupsi, yang menjadi salah satu indikator keberhasilan KPK dalam 

membangun kepercayaan publik.(Wahyuningrum et al., 2020) 

KPK telah melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi (tipikor) 

dalam berbagai tahap, termasuk 127 perkara dalam tahap penyelidikan, 161 perkara 

dalam tahap penyidikan, 129 perkara dalam tahap penuntutan, 124 perkara dalam 

tahap pelaksanaan eksekusi, dan 94 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Ini 

menunjukkan bahwa KPK aktif dalam menindak kasus korupsi dan telah berhasil 

menyelesaikan sejumlah perkara dengan baik.(Ridwan et al., 2020) 

KPK telah melakukan langkah signifikan dalam penguatan kapasitas dengan 

melibatkan lebih dari 6.249 personel dari berbagai latar belakang pendidikan di 

Indonesia. Ini termasuk kepala sekolah, guru, dosen, pengawas sekolah, dan penyuluh 

antikorupsi. Tujuan dari penguatan kapasitas ini adalah untuk memberikan 

pembekalan materi dan strategi yang diperlukan agar mereka dapat 

mengimplementasikan pendidikan antikorupsi secara efektif di satuan pendidikan 

mereka.(Hidayat, 2021) 

Implementasi pendidikan antikorupsi ini telah menjangkau lebih dari 22.138 

sekolah di seluruh Indonesia. Melalui laporan praktik implementasi yang diunggah 

mandiri melalui platform jaga.id, lebih dari 19.971 sekolah telah aktif dalam 

menerapkan praktik pendidikan antikorupsi. Langkah ini merupakan bagian integral 

dari upaya KPK untuk membangun kesadaran dan integritas anti-korupsi sejak dini, 

dengan harapan bahwa pendekatan ini akan membawa dampak positif jangka panjang 

dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.(Aziza, 2022) 

Penguatan kapasitas kepada personel pendidikan ini tidak hanya bertujuan 

untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang bahaya korupsi dan strategi 

pencegahannya, tetapi juga untuk mengubah budaya di lingkungan pendidikan. 

Dengan melibatkan kepala sekolah, guru, dan dosen sebagai agen perubahan, KPK 

berharap bahwa nilai-nilai integritas dan anti-korupsi akan tertanam kuat di kalangan 

generasi muda. Hal ini juga sejalan dengan upaya lebih luas untuk memperkuat 

tatanan pemerintahan yang bersih dan akuntabel di seluruh sektor 

masyarakat.(Zainuddin, 2020) 

Di samping itu, melalui platform jaga.id, KPK memungkinkan sekolah-

sekolah untuk secara mandiri melaporkan praktik implementasi pendidikan 

antikorupsi yang mereka terapkan. Ini mencerminkan komitmen KPK dalam 

membangun transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah mereka. Dengan 

memfasilitasi pelaporan ini, KPK tidak hanya meningkatkan partisipasi sekolah dalam 

program-program antikorupsi, tetapi juga memperkuat jejaknya dalam memantau dan 

mengevaluasi dampak dari upaya pendidikan antikorupsi yang dilakukan. 

Secara keseluruhan, langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK dalam 

penguatan kapasitas pendidikan antikorupsi telah memberikan kontribusi yang 
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signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan melibatkan 

lebih dari 6.249 personel pendidikan dan mencakup ribuan sekolah di seluruh negeri, 

KPK tidak hanya berupaya untuk mengubah perilaku individual, tetapi juga untuk 

membentuk budaya organisasional yang kuat dalam mendukung integritas dan 

transparansi. Langkah ini penting untuk menciptakan masa depan yang lebih baik 

bagi generasi muda Indonesia, di mana nilai-nilai anti-korupsi menjadi landasan yang 

tak tergoyahkan dalam membangun bangsa yang adil dan makmur.(Firmansyah, 2023) 

KPK telah melakukan koordinasi dengan berbagai instansi, termasuk institusi 

aparat penegak hukum, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, organisasi 

masyarakat sipil, akademisi, dan pegiat antikorupsi. Koordinasi ini bertujuan untuk 

meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan korupsi secara terintegrasi dan 

efektif. 

KPK telah berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp16,27 triliun 

melalui upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi. Selain itu, KPK juga 

membukukan jumlah asset recovery senilai Rp166,36 miliar sepanjang Januari-Juni 2023, 

yang diperoleh dari denda, uang pengganti, dan rampasan melalui upaya penindakan 

yang dijalankan Direktorat Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti.(Habibi, 2020) 

Sejak didirikan pada tahun 2002, KPK telah menunjukkan kinerja yang cukup 

gemilang dalam menindak kasus-kasus korupsi besar. KPK telah berhasil menangkap 

dan menjerat koruptor dari berbagai kalangan, termasuk pejabat tinggi negara, 

pengusaha, dan penegak hukum. Tingkat keberhasilan penuntutan KPK sangat 

tinggi, dengan hampir semua kasus korupsi yang ditangani berhasil dibuktikan di 

pengadilan. Pada tahun 2023, tingkat keberhasilan penuntutan KPK mencapai 99%, 

menandakan efektivitas yang tinggi dalam proses penegakan hukum.(Damanik, 2020) 

Selain penindakan, KPK juga memiliki tugas untuk melakukan pencegahan 

korupsi. Upaya pencegahan yang dilakukan KPK meliputi penguatan tata kelola 

pemerintahan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi, dan 

pembinaan aparatur negara. Implementasi strategi pencegahan ini telah menunjukkan 

hasil yang positif, seperti terlihat dari tren peningkatan Indeks Persepsi Korupsi 

(IPK) Indonesia yang dirilis oleh Transparency International dalam beberapa tahun 

terakhir. 

Meskipun telah menunjukkan kinerja yang cukup gemilang, KPK masih 

menghadapi beberapa tantangan dan hambatan dalam menjalankan tugasnya. 

Tantangan dan hambatan tersebut antara lain intervensi politik, lemahnya koordinasi 

antar lembaga penegak hukum, kurangnya sumber daya manusia, dan serangan 

terhadap KPK. Revisi UU KPK yang dilakukan beberapa tahun lalu mengubah wajah 

lembaga antikorupsi ini secara signifikan dan menimbulkan kontroversi di tengah 

masyarakat. Meskipun demikian, KPK terus berupaya meningkatkan kinerja dan 

kesadaran masyarakat dalam mengatasi korupsi di Indonesia.(Wahab, 2021) 
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Untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang dihadapi, KPK perlu 

melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, memperkuat independensi KPK agar 

tidak mudah diintervensi oleh kekuatan politik. Kedua, meningkatkan koordinasi 

antar lembaga penegak hukum untuk memastikan penegakan hukum yang lebih 

efisien dan efektif. Ketiga, menambah sumber daya manusia yang berkualitas dan 

berintegritas tinggi untuk memperkuat kapabilitas KPK dalam menjalankan tugasnya. 

Keempat, melakukan edukasi publik secara berkelanjutan untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemberantasan korupsi. Masyarakat juga 

perlu berperan aktif dalam mendukung KPK dengan cara melaporkan kasus korupsi 

yang diketahui, mengawasi kinerja pemerintah, dan menolak gratifikasi serta 

suap.(Sumarauw et al., 2023) 

KPK telah menunjukkan kinerja yang cukup gemilang dalam memberantas 

korupsi di Indonesia, namun masih menghadapi beberapa tantangan dan hambatan. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, KPK perlu memperkuat independensi, 

meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum, menambah sumber daya 

manusia, dan melakukan edukasi publik. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam 

mendukung KPK. Penelitian ini menyoroti pentingnya evaluasi kinerja KPK dan 

memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas lembaga tersebut dalam 

pemberantasan korupsi. Diharapkan, dengan langkah-langkah ini, KPK dapat lebih 

efektif dalam mengatasi korupsi dan membawa Indonesia menuju pemerintahan yang 

lebih bersih dan berwibawa.(Anzari & Fariza, n.d.) 

Solusi untuk Meningkatkan Efektivitas KPK dan Lembaga Anti-Korupsi 

dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia  

Pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan tantangan yang kompleks dan 

mendesak untuk diselesaikan secara komprehensif. Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) dan lembaga anti-korupsi lainnya perlu memperkuat strategi kolaborasi antar 

lembaga penegak hukum, seperti Kejaksaan dan Kepolisian, guna memastikan 

penanganan kasus korupsi berjalan efektif dan tanpa hambatan. Koordinasi yang baik 

antar lembaga ini tidak hanya mengurangi duplikasi upaya tetapi juga meningkatkan 

integritas dalam proses penegakan hukum, sehingga mampu menghadirkan keadilan 

bagi korban korupsi dan memberikan efek jera yang lebih kuat bagi pelaku 

korupsi.(BAIDOWI, 2023) 

Selain penguatan koordinasi, pemerintah juga perlu fokus pada peningkatan 

kapasitas dan sumber daya KPK serta lembaga anti-korupsi lainnya. Hal ini 

mencakup penambahan jumlah personel yang berkualitas serta investasi dalam 

teknologi informasi dan infrastruktur yang memadai. Dengan memperkuat kapasitas 

ini, KPK dapat lebih responsif dan efisien dalam mengidentifikasi, menyelidiki, serta 

menindak kasus korupsi yang semakin kompleks dan meluas di berbagai 

sektor.(Rusdiana & Hikmah, 2020) 
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Partisipasi aktif masyarakat juga merupakan elemen krusial dalam upaya 

pemberantasan korupsi. KPK harus terus meningkatkan kampanye edukasi publik 

tentang bahaya korupsi dan pentingnya melaporkan praktik korupsi. Dengan 

membangun kesadaran masyarakat akan dampak negatif korupsi, serta melindungi 

pelapor (whistleblower) agar merasa aman dalam melaporkan kasus korupsi, 

partisipasi masyarakat dapat menjadi kekuatan besar dalam mendukung upaya 

pemberantasan korupsi di Indonesia.(Arfa, 2023) 

Dalam upaya menyelamatkan integritas dan kepercayaan publik terhadap 

pemerintah, penguatan kerangka regulasi dan implementasi kebijakan anti-korupsi 

juga harus menjadi fokus utama. Reformasi birokrasi yang bertujuan untuk 

mengurangi birokrasi yang rumit dan rentan terhadap praktik korupsi perlu 

dipercepat, sambil memastikan perlindungan hukum yang kuat bagi para 

whistleblower dan aktivis anti-korupsi. Dengan demikian, Indonesia dapat 

menghadirkan tatanan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bersih dari 

korupsi, mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan merata bagi seluruh 

masyarakat.Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara KPK dan lembaga penegak 

hukum lainnya seperti Kejaksaan dan Kepolisian adalah langkah pertama yang 

krusial. Kolaborasi ini tidak hanya membantu menghilangkan perbedaan interpretasi 

dalam penanganan kasus korupsi, tetapi juga memperkuat penindakan. Dengan 

koordinasi yang lebih baik, setiap kasus dapat ditangani dengan konsistensi dan 

integritas, sehingga meminimalisir celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku 

korupsi.(Rumawan, 2023) 

Penguatan kapasitas KPK merupakan salah satu komponen krusial dalam 

upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini mencakup dua aspek utama, yaitu 

peningkatan jumlah sumber daya manusia yang berkualitas dan adopsi teknologi 

canggih. Dengan meningkatkan jumlah staf yang terlatih dan kompeten, KPK dapat 

lebih efektif dalam menyelidiki dan menangani kasus korupsi yang semakin kompleks 

dan tersebar di berbagai sektor.(Riyadi et al., 2024) 

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia tidak hanya sebatas penambahan 

jumlah pegawai, tetapi juga kualitasnya. Pelatihan berkelanjutan menjadi penting 

untuk memastikan bahwa pegawai KPK terus memiliki pengetahuan terbaru dalam 

bidang hukum, investigasi, dan teknologi informasi. Melalui pelatihan ini, pegawai 

KPK dapat mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi 

tantangan baru yang muncul dalam dinamika korupsi yang terus berkembang. 

Selain itu, adopsi teknologi canggih juga merupakan langkah strategis dalam 

meningkatkan kapasitas KPK. Teknologi informasi modern dapat digunakan untuk 

mempercepat proses investigasi, analisis data, dan pengelolaan informasi yang 

berkaitan dengan kasus korupsi. Penggunaan teknologi juga membantu KPK dalam 

mengelola sumber daya dengan lebih efisien, mempercepat alur kerja, dan 

meningkatkan akurasi dalam mengambil keputusan strategis. 
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Penguatan kapasitas KPK dalam hal sumber daya manusia dan teknologi tidak 

hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat integritas institusi. 

Dengan memiliki tim yang kompeten dan didukung oleh teknologi canggih, KPK 

dapat lebih meyakinkan dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga anti-korupsi 

yang independen dan profesional. Ini juga dapat meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap KPK sebagai garda terdepan dalam memerangi korupsi di 

Indonesia, serta memastikan keadilan dan keberlanjutan pembangunan yang lebih 

baik bagi seluruh lapisan masyarakat.(Nur & Ardiansyah, 2024) 

Pendidikan dan kampanye antikorupsi merupakan aspek yang krusial dalam 

upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK perlu menjadikan pendidikan 

masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya peran aktif mereka dalam upaya 

pemberantasan sebagai prioritas utama. Melalui kampanye yang berkelanjutan, KPK 

dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif korupsi terhadap 

pembangunan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, 

masyarakat akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi secara aktif dalam mendukung 

upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.(Hilmin & Noviani, 2023) 

Pendidikan antikorupsi yang dimulai sejak dini di sekolah-sekolah juga 

merupakan langkah strategis yang dapat membentuk generasi muda dengan nilai 

integritas yang tinggi. Melalui kurikulum yang terintegrasi dan program 

ekstrakurikuler yang mendidik tentang moralitas dan etika, para siswa dapat diberi 

pemahaman yang kuat tentang bahaya korupsi dan pentingnya berperilaku jujur dan 

bertanggung jawab. Dengan demikian, mereka dapat tumbuh dewasa dengan 

kesadaran yang tinggi terhadap prinsip-prinsip integritas, yang akan membawa 

dampak positif dalam mencegah terjadinya praktik korupsi di masa depan. Selain itu, 

pendidikan dan kampanye antikorupsi tidak hanya berfokus pada aspek moral, tetapi 

juga memperkenalkan pengetahuan yang lebih dalam tentang mekanisme korupsi, 

dampaknya terhadap pembangunan nasional, serta cara-cara konkret untuk 

melaporkan dan mencegah korupsi. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat 

dapat lebih cerdas dalam mengidentifikasi dan melawan praktik korupsi di berbagai 

sektor kehidupan, baik itu di lingkungan pribadi, profesional, maupun sosial.(Arfa, 

2023) 

Dalam konteks pemberantasan korupsi, pendidikan dan kampanye antikorupsi 

bukan hanya sekadar upaya untuk meningkatkan kesadaran, tetapi juga merupakan 

investasi jangka panjang dalam membangun fondasi sosial yang lebih kuat dan 

berintegritas. Melalui kolaborasi antara KPK, pemerintah, sekolah, dan masyarakat 

umum, upaya ini diharapkan dapat menghasilkan perubahan perilaku yang positif dan 

berkelanjutan dalam menjaga kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas sebagai nilai-

nilai inti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Reformasi birokrasi adalah elemen kunci dalam upaya pemberantasan korupsi 

di Indonesia. Sistem birokrasi yang kompleks dan prosedur yang berbelit-belit sering 

menjadi ladang subur bagi praktik korupsi. Oleh karena itu, langkah reformasi 



 

 

 

 

ISSN (Online) 2985-6906 

DOI : 10.35905/delictum.v3i1.10737 

Septinus Arui, Donny Eddy Sam Karauwan, dan Achmad Junaedy                                 DJHPI NOVEMBER-2024 

birokrasi sangat penting untuk mengurangi celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh 

oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan menyederhanakan prosedur 

administrasi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas, pemerintah dapat 

mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi.(Nugroho et al., 2021) 

KPK memegang peran strategis dalam mendorong reformasi birokrasi ini. 

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pemberantasan korupsi, KPK harus 

aktif berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah untuk 

mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan reformasi birokrasi yang efektif. 

Kolaborasi ini meliputi evaluasi mendalam terhadap kebijakan dan regulasi yang ada, 

serta mengusulkan perubahan yang dibutuhkan untuk mengurangi birokrasi yang 

memperlambat proses serta rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. 

Pentingnya reformasi birokrasi juga terkait dengan penciptaan lingkungan kerja 

yang lebih profesional dan berintegritas. Dengan mengimplementasikan sistem yang 

lebih transparan dan akuntabel, pemerintah dapat memperkuat sistem pengawasan 

internal dan eksternal, sehingga meminimalkan risiko terjadinya korupsi. Selain itu, 

reformasi birokrasi juga akan meningkatkan efisiensi layanan publik dan responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah.(Bewinda, 2022) 

Melalui langkah-langkah reformasi birokrasi yang komprehensif dan 

berkelanjutan, diharapkan Indonesia dapat membangun fondasi administrasi yang 

lebih kuat dan mampu menghadapi tantangan korupsi dengan lebih efektif. Langkah 

ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, tetapi juga 

membentuk lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, reformasi birokrasi bukan 

hanya menjadi upaya teknis, tetapi juga bagian integral dari strategi nasional dalam 

membangun tatanan pemerintahan yang bersih dan efisien.(Wulandari, 2023) 

Langkah berikutnya dalam upaya meningkatkan efektivitas Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah memperkuat kedudukannya secara 

institusional. KPK perlu diberikan wewenang yang lebih luas untuk mengambil alih 

kasus korupsi dan melakukan investigasi tanpa hambatan. Hal ini penting agar KPK 

dapat beroperasi secara efektif dan efisien dalam menangani berbagai kasus korupsi 

yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak. 

Undang-Undang KPK juga perlu diperkuat untuk memastikan independensi 

lembaga ini dari intervensi politik dan kepentingan tertentu. Penyusunan dan 

implementasi undang-undang yang kuat akan memberikan jaminan bahwa KPK 

dapat bekerja tanpa tekanan eksternal yang mempengaruhi objektivitas dan 

keputusan hukumnya. Selain itu, proses pemilihan pimpinan KPK harus dilakukan 

secara transparan dan akuntabel, sehingga hanya individu dengan integritas tinggi dan 

kompetensi yang memimpin lembaga ini. Langkah-langkah ini bertujuan untuk 

membangun fondasi hukum yang kokoh bagi KPK, sehingga lembaga ini dapat 
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menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi dengan 

lebih efektif. Dengan memiliki kekuatan hukum yang cukup dan independensi yang 

terjamin, KPK dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat peran 

strategisnya dalam menegakkan supremasi hukum dan memerangi korupsi di 

Indonesia.(Rangga & Lababan, 2022) 

Penguatan kedudukan KPK juga harus didukung oleh komitmen kuat dari 

berbagai pihak, termasuk pemerintah, parlemen, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini 

diperlukan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil untuk memperkuat 

KPK tidak hanya berbasis pada aspek hukum semata, tetapi juga pada dukungan 

politik dan sosial yang luas. Dengan demikian, upaya memperkuat kedudukan KPK 

tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi agenda nasional 

yang bersama-sama diemban untuk mewujudkan tatanan pemerintahan yang bersih, 

transparan, dan akuntabel di Indonesia. 

Dukungan masyarakat memiliki peranan sentral dalam upaya pemberantasan 

korupsi di Indonesia. Masyarakat perlu didorong untuk aktif dalam melaporkan kasus 

korupsi dan mengawasi kinerja pemerintah sebagai langkah awal untuk memastikan 

akuntabilitas yang lebih tinggi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus 

memperkuat hubungan dengan masyarakat, menyediakan perlindungan bagi pelapor 

(whistleblower), dan memastikan bahwa laporan yang mereka berikan ditindaklanjuti 

secara serius.(Arizona, 2024) 

Dalam konteks ini, pendidikan dan edukasi publik menjadi kunci dalam 

membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya partisipasi 

aktif dalam pemberantasan korupsi. KPK perlu mengadakan kampanye-kampanye 

yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak 

negatif korupsi terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan publik. Melalui 

pendidikan antikorupsi yang dimulai sejak dini di sekolah-sekolah, generasi muda 

dapat dibekali dengan nilai-nilai integritas dan moralitas tinggi, sehingga mereka dapat 

menjadi agen perubahan yang efektif dalam melawan korupsi di masa depan. 

Perlindungan yang kuat bagi pelapor kasus korupsi (whistleblower) juga 

penting untuk memastikan bahwa mereka merasa aman dan terlindungi saat 

melaporkan praktik korupsi. KPK perlu memastikan bahwa sistem perlindungan 

saksi dan pelapor di Indonesia diperkuat secara substansial, termasuk dengan 

memberikan jaminan terhadap keamanan dan hak-hak mereka. Langkah ini tidak 

hanya akan meningkatkan keberanian individu untuk melaporkan korupsi, tetapi juga 

memperkuat legitimasi KPK dalam mata publik, mengukuhkan citra lembaga sebagai 

garda terdepan dalam memerangi korupsi di Indonesia.(Angkat & Koto, 2024) 

Selain itu, KPK harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam 

menanggapi laporan dari masyarakat. Proses penanganan laporan korupsi harus 

dilakukan dengan cepat, adil, dan transparan, sehingga masyarakat merasa bahwa 

kontribusi mereka dalam pemberantasan korupsi dihargai dan berdampak nyata bagi 
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perbaikan tata kelola pemerintahan. Penguatan hubungan ini tidak hanya akan 

memperkuat pengawasan atas kinerja pemerintah, tetapi juga meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap KPK sebagai lembaga yang bekerja untuk kepentingan 

nasional.(Putera et al., 2023) 

Dengan memperkuat dukungan masyarakat, melindungi pelapor kasus korupsi, 

dan meningkatkan transparansi dalam menanggapi laporan korupsi, KPK dapat 

memperkuat posisinya sebagai lembaga yang efektif dan dihormati dalam upaya 

pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam jangka panjang, kolaborasi antara KPK 

dan masyarakat akan membawa perubahan positif yang signifikan dalam membangun 

tatanan pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel untuk masa depan bangsa. 

Pengawasan dan supervisi terhadap aset negara dan program pencegahan 

korupsi harus ditingkatkan. KPK perlu memastikan bahwa setiap aset negara dikelola 

dengan transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan 

aset akan mengurangi peluang terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekayaan 

negara. Program pencegahan korupsi juga harus diawasi dengan baik, memastikan 

bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar efektif dalam mencegah praktik 

korupsi.(Sumarauw et al., 2023) 

Penegakan hukum yang tegas dan konsisten merupakan kunci keberhasilan 

pemberantasan korupsi. KPK harus meningkatkan efektivitas penindakan hukum 

terhadap pelaku korupsi. Hukuman yang berat dan setimpal akan memberikan efek 

jera dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Proses hukum 

yang transparan dan adil juga penting untuk memastikan bahwa tidak ada yang kebal 

hukum. 

Pengembangan teknologi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas 

KPK. Teknologi informasi dapat digunakan untuk memantau transaksi keuangan, 

mengidentifikasi pola-pola mencurigakan, dan mendukung investigasi. Platform 

digital untuk pelaporan kasus korupsi juga perlu dikembangkan, memudahkan 

masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi dengan aman dan cepat. Selain itu, 

teknologi dapat digunakan untuk mengedukasi publik tentang pentingnya integritas 

dan transparansi. 

Kerjasama internasional juga perlu ditingkatkan dalam upaya pemberantasan 

korupsi. KPK dapat belajar dari pengalaman negara lain yang telah berhasil 

mengurangi tingkat korupsi. Pertukaran informasi dan kerjasama dalam hal ekstradisi 

koruptor serta pemulihan aset hasil korupsi dapat memperkuat upaya domestik. 

Melalui kerjasama ini, KPK dapat mengakses sumber daya dan teknologi yang 

mungkin tidak tersedia di dalam negeri.(Makalao & Soeratin, 2023) 

Dalam implementasi semua solusi ini, penting untuk selalu melibatkan berbagai 

pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan 

masyarakat sipil. Pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga 
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saja, tetapi memerlukan kerjasama dan komitmen dari semua pihak. Masyarakat harus 

terus didorong untuk berpartisipasi aktif dan memberikan dukungan penuh kepada 

KPK dan lembaga anti-korupsi lainnya.(Elvianita, 2023) 

Sebagai penutup, pemberantasan korupsi di Indonesia adalah tugas yang berat 

dan kompleks, namun bukan sesuatu yang tidak mungkin. Dengan komitmen yang 

kuat, koordinasi yang baik, penggunaan teknologi, dan partisipasi aktif dari 

masyarakat, KPK dan lembaga anti-korupsi lainnya dapat meningkatkan efektivitas 

mereka dalam memberantas korupsi. Solusi-solusi yang telah diusulkan di atas 

diharapkan dapat membantu Indonesia mencapai tujuan tersebut dan menjadi negara 

yang lebih bersih dan berintegritas. 

Melalui penerapan strategi-strategi ini, diharapkan korupsi di Indonesia dapat 

ditekan secara signifikan, menciptakan lingkungan yang lebih transparan, adil, dan 

akuntabel. Ini akan membawa dampak positif tidak hanya bagi pemerintahan tetapi 

juga bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita bersama-sama 

berkomitmen untuk memberantas korupsi demi masa depan Indonesia yang lebih 

cerah.(Muttaqin et al., 2024) 

 
SIMPULAN 

Dalam upaya meningkatkan efektivitas Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) dalam mengatasi korupsi di Indonesia, beberapa langkah penting dapat 
diterapkan. Pertama, KPK harus diberikan wewenang yang lebih luas untuk 
mengambil alih kasus korupsi dan melakukan investigasi tanpa hambatan. Kedua, 
KPK harus memperkuat hubungan dengan masyarakat, menyediakan perlindungan 
bagi pelapor (whistleblower), dan memastikan bahwa laporan yang mereka berikan 
ditindaklanjuti secara serius. Ketiga, KPK harus meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas dalam menanggapi laporan dari masyarakat. Keempat, KPK harus 
meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti 
Kejaksaan dan Kepolisian. Kelima, KPK harus meningkatkan penguatan kapasitas 
dengan cara meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan adopsi 
teknologi canggih. Keenam, KPK harus meningkatkan pengawasan dan supervisi 
terhadap aset negara dan program pencegahan korupsi. KPK juga harus 
meningkatkan penegakan hukum yang tegas dan konsisten serta pengembangan 
teknologi untuk meningkatkan efektivitas KPK. Dengan menerapkan beberapa 
langkah di atas, KPK dapat meningkatkan efektivitasnya dalam mengatasi korupsi di 

Indonesia dan membangun tatanan pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel.  

 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Abdullah, A. (2023). Kejujuran sebagai Nilai Penting dalam Pendidikan Anti Korupsi 

Bagi Mahasiswa. Universal Grace Journal, 1(2), 173–183. 
Abral, E. (2023). Studi Literatur Pendidikan Anti Korupsi Pada Organisasi Sektor 

Publik. Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi, 1(4), 407–417. 



 

 

 

 

ISSN (Online) 2985-6906 

DOI : 10.35905/delictum.v3i1.10737 

Septinus Arui, Donny Eddy Sam Karauwan, dan Achmad Junaedy                                 DJHPI NOVEMBER-2024 

Angkat, I. S., & Koto, I. (2024). Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam 
Fungsi Preventif Melalui Pendidikan Anti Korupsi. As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & 
Konseling Keluarga, 6(2), 1841–1852. 

Anzari, P. P., & Fariza, N. P. (n.d.). JURNAL KAJIAN MEDIA. 
Arfa, A. M. (2023). Memerangi Korupsi Melalui Pendidikan Anti-Korupsi: 

Membentuk Integritas, Kesadaran, Dan Kemampuan Kritis Dalam Masyarakat. 
Jendela Pengetahuan, 16(2), 128–142. 

Arizona, Y. (2024). Legal Policy of President Joko Widodo and the Independence of 
Constitutional Court: Politik Legislasi Presiden Joko Widodo dan Independensi 
Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 21(1), 35–61. 

Aziza, S. N. (2022). Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Mahasiswa. 
JUSTICES: Journal of Law, 1(1), 46–54. 

BAIDOWI, A. (2023). REKONSTRUKSI IDEAL KEDUDUKAN KOMISI 
PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM SISTEM 
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BERBASIS NILAI 
KEADILAN PANCASILA. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Bewinda, R. N. (2022). BIBLIOMETRIC ANLYSIS: PENGARUH REFORMASI 
BIROKRASI TERHADAP PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT. 
Jurnal Arajang, 5(1), 46–57. 

Damanik, S. (2020). Kedudukan Dan Kewenangan Kpk Dalam Struktur Ketatanegaraan 
Republik Indonesia (Studi Komperatif antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 
Revisi Kedua dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. UNIVERSITAS ISLAM 
NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU. 

Elvianita, N. (2023). PENTINGNYA KEADILAN LINGKUNGAN DALAM 
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: PERSPEKTIF POLITIK 
EKOLOGI. Literacy Notes, 1(2). 

Fauzan, R. (2024). Menuju Aparatur Sipil Negara ASN Bertaraf Intenasional. Public 
Service and Governance Journal, 5(1), 178–197. 

Firmansyah, R. (2023). Webinar Penguatan Kapasitas Dosen Pengampu dan Calon Pengampu 
Pendidikan Antikorupsi (PAK) Seri IV (Untuk Perguruan Tinggi Wilayah Sulawesi, 
Papua, Maluku, Bali, NTB, dan NTT. 

Habibi, M. (2020). Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca 
Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Cepalo, 4(1), 41–
54. 

Helminasari, S. (2023). PENERAPAN NILAI NILAI KORUPSI PADA 
ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN SEBAGAI BAGIAN DARI 
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI KELURAHAN KARANG ANYAR 
KOTA SAMARINDA. Jurnal Pengabdian Kreativitas Pendidikan Mahakam 
(JPKPM), 3(1), 85–90. 

Hibnu, B. N. (2016). Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Upaya 
Penarikan Asset (Criminal Act of Money Laundering in order to Withdraw 
Asset). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 16(1), 1–14. 

Hidayat, U. S. (2021). Urgensi Penguatan Pendidikan Karakter Dalam Menyiapkan Generasi 
Emas 2045: Strategi Membangun Generasi Cerdas, Berkarakter dan Berdaya Saing di 
Abad 21. Nusa Putra Press. 

Hilmin, H., & Noviani, D. (2023). Membangun Kesadaran Publik Anti Korupsi 



 

 

 

 

ISSN (Online) 2985-6906 

DOI : 10.35905/delictum.v3i1.10737 

Septinus Arui, Donny Eddy Sam Karauwan, dan Achmad Junaedy                                 DJHPI NOVEMBER-2024 

Dalam Konsep Pendidikan Berbasis Agama Islam. IHSANIKA: Jurnal 
Pendidikan Agama Islam, 1(3), 36–48. 

Lubis, E. Z. (2017). Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal 
Administrasi Publik (Public Administration Journal), 7(2), 107–116. 

Makalao, D. A. M., & Soeratin, H. Z. (2023). Peran Kepemimpinan Dalam 
Mengakselerasi Penanganan Korupsi di Era Digitalisasi 5.0 Dan Sosial Media. 
Journal of Islamic Education Leadership, 3(1), 28–50. 

Muttaqin, M. F., Sari, I., & Wahyudi, A. (2024). Pendidikan Anti Korupsi. AMERTA 
MEDIA. 

Nugroho, A. A., Noor, M., & Christiani, C. (2021). Evaluasi Perencanaan Dan 
Evaluasi Program Reformasi Birokrasi di Indonesia (Reformasi Birokrasi 
Tematik). Jurnal Media Administrasi, 6(2), 17–30. 

Nur, M., & Ardiansyah, N. (2024). Menggali Potensi Road-Map Reformasi Birokrasi 
di Kabupaten Bima Pasca-PermenPAN-RB Nomor 3 Tahun 2023. Public Service 
and Governance Journal, 5(2), 138–151. 

Putera, R. E., Yoserizal, Y., Putri, A. A., Purnama, T. H., Ariani, F., & Ahmad, T. 
(2023). SOSIALISASI DAN EDUKASI INTEGRITAS ANTI KORUPSI 
ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DI SMPN 13 KOTA PADANG. Community 
Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(5), 9927–9932. 

Rangga, M. F. F., & Lababan, M. O. D. (2022). Kedudukan Dewan Pengawas Kpk 
Terhadap Eksistensi Kpk Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. Simbur 
Cahaya, 29(2), 307–325. 

Ridwan, R., Thalib, H., & Djanggih, H. (2020). Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan 
Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa. Journal of Lex Theory (JLT), 
1(1), 116–128. 

Riyadi, I., Ahmad, S., Hakim, D., & Nababan, K. F. (2024). Penanaman Budaya Anti 
Korupsi Dalam Rangka Penanggulangan Korupsi Di Indonesia. Mandub: Jurnal 
Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora, 2(2), 153–166. 

Rosidah, I., Kesumah, P., & Rizka, R. B. (2023). Transparasi Dan Akuntabilitas 
Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. 
Ciwidey). Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi: EMBA, 2(1), 137–156. 

Rumawan, T. (2023). Penerapan Kebijakan Legislatif tentang Permufakatan Jahat dalam 
Tindak Pidana Korupsi yang Diputus Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (No. 
1959 K/Pid. Sus/2021/MA). Universitas Kristen Indonesia. 

Rusdiana, E., & Hikmah, N. (2020). Implementasi Gerakan Anti Korupsi sebagai 
Upaya Pencegahan Korupsi pada Lembaga Anti Korupsi di Propinsi Jawa 
Timur. Perspektif Hukum, 18–40. 

Sumarauw, D. C., Manossoh, H., & Wokas, H. R. N. (2023). ANALISIS PERAN 
APIP TERHADAP PROGRAM MONITORING CENTRE FOR 
PREVENTION KOORDINASI SUPERVISI PENCEGAHAN KORUPSI 
(MCP KORSUPGAH) KPK DALAM PENCEGAHAN KORUPSI. JURNAL 
RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL", 14(1), 25–36. 

Wahab, S. A. (2021). Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model 
implementasi kebijakan publik. Bumi Aksara. 

Wahyuningrum, K. S., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2020). Independensi Komisi 
Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada? Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 



 

 

 

 

ISSN (Online) 2985-6906 

DOI : 10.35905/delictum.v3i1.10737 

Septinus Arui, Donny Eddy Sam Karauwan, dan Achmad Junaedy                                 DJHPI NOVEMBER-2024 

4(2), 239–258. 
Wulandari, S. (2023). Penguatan Reformasi Birokrasi Di Indonesia Menuju Era 

Society 5.0. Jurnal Public Relations (J-PR), 4(2), 51–61. 
Zainuddin, S. (2020). Pengembangan Kapasitas Pegawai Negeri Sipil dan 

Pengaruhnya terhadap Perilaku Anti Korupsi (Studi Kasus PNS Pemerintah 
Kota Pontianak). Jurnal Widyaiswara Indonesia, 1(4), 187–198. 

 

 


